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Abstrak

Berkembangnya negara Indonesia bersamaan dengan meningkamya permintaan
masyarakat terhadap jasa transportasi. Seringkali kita jumpai truk dengan muatan yang
melebihi kapasitas nya atau disebut dengan Owver Dimension Overload. Berdasarkan data
Direktorat Jenderal Bina Marga Kemenrtian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR), potensi kerugian negara akibat kelebihan tonase{overload) dan kelebihan dimensi
kendaraan barang mencapai Rp.43 triliun. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan
masalah, vaitu bagaimana efektivitas penegakan hukum dan pengawasan angkutan barang
terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan vang melebihi tonase, Faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas
vang dilakukan golongan kendaraan yvang melebihi tonase oleh Kementrian perhubungan di
Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kintab Kabupaten Tanah Laut. Penelitian
ini merupakan penelitian metode yuridis empiris, yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian
adalah Koordinator Satuan Pelayanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Petugas Satuan
Pelayanan, Masyarakat/ Supir Angkutan Barang vang melintas di Unit Pemimbangan
Kendaraan Bermotor Kintab Kabupaten Tanah Laut. Adapun teknik yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Teknik sampling secara nonprobabilitas. Teknik Pengumpulan data
mengunakan siudy ke perputakaan, wawancara, observasi dari penelitian di peroleh hasil
penegakan hukum dan pengawasan angkutan barang terhadap pelanggaran vang dilakukan
colongan kendaraan melebihi tonase oleh Kementrian Perhubungan pada Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan Bermotor di Kintab belum efekiiv dalam penerapannya. Dikatakan
belum efektiv karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki, tujuan yang ingin dicapai adalah
timbulnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas khusnya angkutan barang. Faktor
yvang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap angkutan barang yang melebihi
tonase adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas,
faktor budaya hukum masvarakat.
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Effectiveness of Law Enforcement Against Traffic Vielations Committed by
Vehicles Exceeding Tonnage by the Ministry of Transportation at the Kintab
Motor Vehicle Weighing Implementing Unit, Tanah Laut Regency.

Abstract

The development of the Indonesian state coincides with the increasing public demand
Sfor transportation services. Qften we encouniter trucks with loads that exceed their capacity
or are called Over Dimension Overload. Based on data from the Directorate General of
Highways of the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), the potential loss to
the state due 1o excess tonnage (overload) and excess dimensions of goods vehicles reaches
IDR 43 trillion. This research focuses on two problem formulations, namely how the
effectiveness of law enforcement and supervision of the transportation of goods against
vielations committed by groups of vehicles that exceed the tonnage, the factors that influence
the effectiveness of law enforcement against iraffic violations commitied by groups of
vehicles that execeed the tonnasge. From the results of the study it is known that law
enforcement and control over the transportation of goods against vielations committed hy
groups of vehicles that exceed the tonnage have not been effective in their application. This
can be seen from the number of perpetrators who have increased in the last 1 yvear. It is said
to be ineffective because it is not in accordance with what is desired, the goal to be achieved
is the emergence of public awareness for orderly traffic, especially the transportation of
goods. Factors that influence the implenentation of law enforcement on the transportation
of goods that exceed the tonnage are the legal factor itself, law enforcement factors, facilities
and infrastructure factors, community factors and cultural factors. The solution to these
ohstacles is fo increase law enforcement and be firmer against violations in the field of
[freight transport, increasing the intensity of outreach to drivers and freighi forwarder.
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pelanggaran kelebihan muatan barang.
Koordinasi atau melakukan monitoring
Pengawasan

Meningkatkan Sosialisasi

Membangun Budayva Tertib Berlalu
Lintas

6. Memberikan kesadaran hukum

T TR S U N

. Kesimpulan

Penegakan hukum dikatakan belum
efektiv karena tidak sesuai dengan yang
dikehendaki, mjuan wvang ingin dicapai
adalah timbulnya kesadaran masyarakat
untuk tertib berlalu lintas, Hal ini
disebabkan karena kesadaran masyarakat
dalam berlalu lintas dan selaku pengguna
jalan masih rendah. Selain itu, ketegasan
petugas dan vonis denda yang diberikan
oleh hakim dalam pengadilan masih terlalu
rendah. Seharusnya penegakan hukum yang
dilakukan dapat meberikan efek jera bagi
pelanggar, penegakan hukum  harus
memberikan kepastian, membebani
pelanggar dan harus segera. Faktor-faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan
penegakan hukum terhadap angkutan
barang yang melebihi tonase yang
dilakukan oleh Unit penimbangan
Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kintab
antara lain disebabkan oleh faktor penegak
hukum sendiri, faktor sarana dan fasilitas,
faktor budaya hukum masvyarakat,

.Saran

Diharapkan kepada pihak Unit
Penimbangan Kendaraan Bermotor Kintab
Kabupaten Tanah Laut, lebih meningkatkan
penegakan hukum dan lebih tegas terhadap
pelanggaran  angkutan  barang  vang
melebihi tonase di wilayah hukum Tanah
laut, agar tidak terulang kembali rusaknya
infrastruktur  jalan dan menyebabkan
kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh truk
yang membawa muatan atau tonase
berlebithan. Dalam wupaya mengatasi
hambatan penegakan hukum terhadap
pelanggaran muatan barang, diharapkan
pthak Unit Penimbangan Kendaraan
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Bermotor Kintab Kabupaten Tanah Laut
untuk menambah pertugas dan
meningkatkan pelatihan kepada setiap
petugas  yang akan  melaksanakan
penertiban  lalu lintas dilapangan dan
diharapkan agar petugas dapat lebih tegas
lagi menangani pelanggaran kelebihan
muatan barang.
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